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PP NO.1 TAHUN 2017 TENTANG PENCALEGAN 
 

Pasal 14 
Penetapan Daftar Bacaleg 

 

1) DPP akan melakukan verifikasi dan supervisi secara berkala kepada 
seluruh Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, dan Bacaleg 
DPRD Kabupaten/ Kota;  

2) Verifikasi dan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
untuk menentukan kesiapan, kekuatan, dan ketepatan Bacaleg di 
masing-masing Dapil agar mendapat perolehan suara dan kursi 
secara maksimal;  

3) DPP menetapkan daftar Bacaleg DPR RI dan menyampaikan 
kepada DPW dan DPD sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan 
jadwal yang akan ditetapkan kemudian;  

4) DPW menetapkan daftar Bacaleg DPRD Provinsi dan 
menyampaikan kepada DPP dan DPD sesuai Daerah Pemilihan 
sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;  

5) DPD menetapkan daftar Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota dan 
menyampaikan kepada DPP dan DPW sesuai Daerah Pemilihan 
sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;  

6) Perpindahan Daerah Pemilihan Bacaleg tidak dapat dilakukan 
kecuali atas pertimbangan kepentingan partai yang diputuskan 
melalui Mekanisme Rapat Pleno DPP untuk Bacaleg DPR RI, Rapat 
Pleno DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan Rapat Pleno DPD 
untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota; 

7) Menempatkan keberadaan Bacaleg perempuan di nomor urut satu (1) 
minimal 30% dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi, dan 
situasi daerah. 
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PP NO.1 TAHUN 2017 TENTANG PENCALEGAN 
 

Pasal 23 
Penetapan Bacaleg menjadi Caleg 

 
1) Laporan Tim Monev Komite Pemenangan Pemilu Bacaleg dibahas 

dalam Rapat Harian sebagai dasar dalam penyusunan urutan (ranking) 
Bacaleg;  

2) DPP menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan 
ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP;  

3) DPW menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan 
dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPW;  

4) DPD menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan 
ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD; 

5)  Mekanisme pengambilan keputusan penetapan urutan Caleg dalam 
Rapat Pleno Partai dilakukan melalui musyawarah mufakat;  

6) Bila Rapat Pleno DPP tidak dapat dilakukan secara musyawarah 
mufakat, maka akan diserahkan kepada kebijakan Ketua Umum;  

7) Bila Rapat Pleno DPW tidak dapat dilakukan secara musyawarah 
mufakat, maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;  

8) Bila Rapat Pleno DPD tidak dapat dilakukan secara musyawarah 
mufakat maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;  

9) Keputusan DPP tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) 
DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, selanjutnya 
DPP menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU selambat 
lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg;  

10)  Keputusan DPW tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan 
(SK) DPW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW, 
selanjutnya DPW menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada 
KPU Provinsi selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sebelum batas 
akhir pendaftaran Caleg;  

11)  Keputusan DPD tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan 
(SK) DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD, 
selanjutnya DPD menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada 
KPU Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja 
sebelum batas akhir pendaftaran Caleg. 
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PKPU NO. 20 Tahun 2018 

Peraturan KPU(PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal (7) tentang 

Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota 

pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: 

a) Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: 

b) Sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak 
penetapan DCT. 

c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

d) Bertempat tinggal di wilayah Indonesia. 

e) Dapat berbicara, membaca,dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. 

f) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, 
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,madrasah aliyah 
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. 

g) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

h) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

i) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap 
anak, atau korupsi. 

j) Sehat jasmani, rohani,dan bebas penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif. 

k) Terdaftar sebagai pemilih. 

l) Bersedia bekerja penuh waktu 

m) Mengundurkan diri sebagai:(1)Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil 
bupati, walikota atau wakil walikota. (2) Kepala desa. (3) Perangkat 
desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam 
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis 
dan unsur kewilayahan. (4) ASN. (5) Anggota TNI dan POLRI. (6) 
Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan BUMN, 
BUMD atau ada lain yang anggarannya bersumber dari keuangan 
negara. 
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n) Mengundurkan diri  sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, 
atau Panitia Pengawas. 

o) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, 
notaris, pejabat pembuat akta tanah,atau tidak melakukan pekerjaan 
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan 
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 
kepentingan dengan tugas, wewenang,dan hak sebagai anggota DPR, 
DPRD Provinsi,dan DPRD  Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

p) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara 
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha 
Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 
keuangan negara; 

q) Menjadi anggota partai politik. 

r) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan. 

s) Dicalonkan hanya oleh 1(satu) partai politik. 

t) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan 

u) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi,atau DPRD 
Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi,atau DPRD 
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda 
dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


